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Sosialisasi Audit Lingkungan dan
Penanaman Pohon oleh Anggota I'V BPK RI
disi pertama Kabarano periode Januari —
EMaret 2013 mewartakan kegiatan BPK RI
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara, serta kegiatan-kegiatan diluar
pemeriksaan.
Dalam periode Januari - Maret 2013
diperingati HUT BPK RI ke 66. Selain itu dalam
periode ini MoU e-Audit antara BPK Rl dengan

pemda se-Sulawesi Tenggara dapat
ditandatangani.

Redaksi
anggal 13 Januari 2013 bertempat di Pantai Toronipa Kabupaten Konawe, Keluarga

Besar BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan acara family

gathering. Acara tersebut diadakan dalam rangka memperingati HUT BPK Rl ke-66.

Acara family gathering diisi dengan lomba-lomba yang terbagi untuk kategori dewasa
dan anak-anak. Dalam acara tersebut juga dimeriahkan dengan tari lulo yang disambung
dengan tari Poco-Poco.

Seluruh pegawai baik pejabat struktural, fungsional, penunjang maupun tenaga
honorer di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terlihat antusias
mengikuti acara yang dimulai pada pagi hingga sore hari tersebut. Acara family gathering
diakhiri dengan pengumuman hasil pooling dan pembagian doorprize kepada peserta yang
beruntung.

alah satu agenda dalam rangkaian kunjungan Anggota IV BPK RI di Provinsi Sulawesi

Tenggara adalah Sosialisasi Audit Lingkungan dengan tema Go Green For A Better Future.

Acara sosialisasi tersebut dilaksanakan di halaman Rumah Sakit Bahteramas Provinsi
Sulawesi Tenggara pada 5 Januari 2013. Dalam acara tersebut hadir Gubernur Sulawesi
Tenggara, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Muspida Provinsi Sulawesi
Tenggara, serta pimpinan SKPD pada Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sosialisasi
tersebut, Anggota IV BPK RI menyampaikan tentang harapannya agar dimasa depan
pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara lebih baik sehingga kerusakan lingkungan dapat
dicegah sejak dini. Acara sosialisasi diakhiri dengan penanaman pohon oleh Anggota IV BPKRI,
Gubernur Sulawesi Tenggara, Kepala BPK Rl Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan
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alam rangka memperingati HUT BPK RI ke-66, pada tanggal 17 Januari 2013, BPK RI

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melangsungkan upacara bendera yang

dilaksanakan di halaman kantor. Upacara tersebut diikuti oleh seluruh pejabat dan
pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara serta ibu-ibu Dharma Wanita. Bertindak
selaku Inspektur upacara pada peringatan HUT BPK adalah Kepala Perwakilan. Adapun
sambutan yang dibacakan oleh Inspektur Upacara adalah Sambutan Ketua BPK yang
diantaranya mengingatkan agar seluruh jajaran BPK untuk selalu menjunjung tinggi
independensi, integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara. Semoga dengan bertambahnya usia BPK, semakin
bertambah pula sumbangsih yang dapat diberikan kepada negara dalam mengawal
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dirgahayu BPK, jayalah selalu
tannsssssnsssssssnnnnnssnnnnnnnnnnnnnnas (G€Mikemajuanbangsadannegara.
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BPK RI DENGAN PEMERINTAH DAERAH SE-SULAWESI TENGGARA

Pemaparan Ketua BPK RI
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"MEWUJUDKAN BPK SINERGI
MELALUI MOU E-AUDIT”

anggal 28 Maret 2013 bertempat di Aula Pusat Pendidikan
dan Pelatihan BPK RI di Jakarta, dilaksanakan

penandatanganan MoU e-Audit dan Keputusan Bersama
tentang Petunjuk Teknis Akses Data terkait pemeriksaan secara
elektronik. Penandatanganan MoU dan Keputusan Bersama antara
BPK RI dengan pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara
tersebut dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan MoU
dan Keputusan Bersama antara BPK Rl dengan pemerintah daerah
se-Provinsi Maluku Utara. Hal ini dikarenakan Provinsi Sulawesi
Tenggara dan Maluku Utara adalah provinsi yang belum
menandatangani MoU e-Audit.

Dalam acara tersebut, Ketua BPK RI, Hadi Poernomo,
berkesempatan menyaksikan dan memberikan sambutan pada
pelaksanaan penandatanganan tersebut. Ketua BPK
menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, baik BPK RI
maupun pemerintah daerah yang telah berusaha keras dalam
mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara/daerah yang akuntabel dan transparan melalui pemeriksaan
secara elektronik.

Penandatanganan MoU e-Audit antara BPK RI dengan
pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara dihadiri dan dilaksanakan
oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara BPK RI dan
seluruh kepala daerah atau yang mewakili di wilayah Provinsi
Sulawesi Tenggara. Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
BPK RI dalam laporannya menyampaikan bahwa 13 entitas di
wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara siap menandatangani dan
melaksanakan pemeriksaan secara elektronik. Keterbatasan
pasokan listrik dan koneksi internet pada beberapa daerah yang
menjadi kendala dalam pelaksanaan e-audit telah dapat diatasi. Hal
ini dibuktikan dengan keberhasilan pemasangan agen konsolidator
pada13 entitas di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan ditandatanganinya MoU E-Audit dan Keputusan
Bersama tentang Petunjuk Teknis Akses Data, diharapkan
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara/daerah dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien dan
mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan
secaraakuntabel dantransparan.
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alah satu kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan adalah menyampaikan Laporan Keuangan kepada BPK RI untuk diaudit.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, dalam periode Januari sampai dengan Maret
2013, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menerima penyerahan LKPD dari
delapan entitas di Sulawesi Tenggara. Pemerintah daerah yang telah menyerahkan Laporan
Keuangan kepada BPK Rl adalah Provinsi Sulawesi Tenggara (Senin, 18 Maret 2013); Kota
Kendari (Jumat, 22 Maret 2013); Kabupaten Konawe Selatan (Senin, 25 Maret 2013);
Kabupaten Wakatobi (Selasa, 26 Maret 2013); Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton Utara,
Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Kolaka Utara (Rabu, 27 Maret 2013).

Dengan diserahkannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BPK RI berkewajiban
untuk melakukan pemeriksaan. Dalam waktu 60 hari setelah menerima Laporan Keuangan,
BPK berkewajiban menyerahkan laporan hasil atas pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kuliah Umum Anggota I'V BPXK RI

di Universitas Haluoleo

"PERAN BPK RI DALAM MENDORONG TERWUJUDNYA

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA"

alam rangka peningkatan pemahaman publik atas tugas dan fungsi BPK, tanggal 5

Januari 2013, bertempat di Aula Mokodompit Kampus Baru Universitas Haluoleo,

dilaksanakan kegiatan Kuliah Umum oleh Anggota IV BPK RI, Ali Masykur Musa.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unsur civitas akademika Universitas Haluoleo mulai dari
Rektor Universitas Haluoleo hingga mahasiswa Universitas Haluoleo.

Kuliah Umum yang disampaikan oleh Anggota IV merupakan rangkaian kegiatan BPK
Goes To Campus yang mengangkat tema Peran BPK Rl Dalam Mendorong Terwujudnya
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. Dalam kuliah umum ini
Anggota IV BPK menyampaikan beberapa hal diantaranya visi dan misi BPK; Tujuan Strategis;
Nilai-nilai Dasar BPK; Perbandingan BPK sebelum dan sesudah adanya paket Undang-Undang
Keuangan Negara; Jenis Pemeriksaan oleh BPK; dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester | tahun
2012.

Setelah berakhirnya acara kuliah umum, Anggota IV BPK RI dan Rektor Universitas
Haluoleo bertukar cindera mata sebagai kenang-kenangan atas pelaksanaan kegiatan kuliah
umum tersebut. Diharapkan dengan adanya kuliah umum, ke depan masyarakat dapat lebih
memahami dan mengapresiasi eksistensi BPK selaku pemeriksa pengelolaan dan tanggung

jawab keuanﬁan negara.
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